
 

 
 

 
 

 

 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR 9  TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN 
PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN 

DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARA 2020 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

Menimbang 
 

: a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran 

Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 
Anggaran 2020, Penetapan Dana Alokasi Umum 

Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 
setiap Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati; 

 
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Hulu Sungai Utara tentang Penetapan Dana 
Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan 

Kelurahan Setiap Kelurahan di Kabupaten Hulu 
Sungai Utara Tahun Anggaran 2020; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4286); 

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014  tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 

tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6206); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 33); 
 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 

Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan 
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
139); 
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12. Peraturan Kepala Lembaga  Kebijakan 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 7  
Tahun  2018 tentang Pedoman Perencanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
760); 

 
13. Peraturan Kepala Lembaga  Kebijakan 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2018 tentang  Pedoman Swakelola  
(Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2018 

Nomor 761); 
 

14. Peraturan Kepala  Lembaga  Kebijakan  

Pengadaan  Barang/ Jasa Pemerintah  Nomor 9  
Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
762); 

 
15. Peraturan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara 

Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 46); 
 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 

8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8); 
 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 

7 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Tahun 2020 Nomor 7); 
 

18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 44 
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 
44), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai 
Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara 
Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 

Nomor 44); 
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MEMUTUSKAN: 
 

 
Menetapkan 

 
 

: 

 
 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA 

ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN 
PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI 
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 

ANGGARAN 2020. 
 
 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara. 

3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin 
 oleh Camat. 

4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai 
 perangkat Kecamatan. 

5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 
satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai 

bagian dari pencapaian sasaran  terukur pada suatu program 
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya 
baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal 

termasuk peralatan dan teknologi,  dana, atau kombinasi 
dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut 

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) 
dalam bentuk barang/ jasa. 

6. Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah yang selanjutnya 

 disingkat  APBD  adalah  rencana  keuangan  tahunan daerah 
 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7. Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 
 Setiap Kelurahan  yang selanjutnya  disingkat DAU Tambahan  

 Bantuan  Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan  
 bagi Kelurahan di Daerah untuk kegiatan pembangunan 

 sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan 
 masyarakat di Kelurahan. 
 

 
BAB II  

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 

 
(1) Peraturan Bupati  ini  dimaksudkan  sebagai  penetapan Dana 

Alokasi  Umum  Tambahan Bantuan  Pendanaan Kelurahan 

Setiap Kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. 
 

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar penetapan Dana 
Alokasi  Umum  Tambahan  Bantuan Pendanaan Kelurahan 
Setiap Kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat 

dilaksanakan dengan tertib administrasi dan tepat sasaran. 
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BAB III 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 3 
 

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan; 

b. rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 
Kelurahan Setiap Kelurahan; 

c. mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 
Kelurahan Setiap Kelurahan; 

d. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan 

e. penganggaran kembali sisa DAU Tambahan Bantuan 
Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan. 

 

 
BAB IV 

JUMLAH DANA KELURAHAN DALAM APBD DAN  
DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN 

 

Pasal 4 
 

(1) Dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 
2020 dianggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 
Kelurahan sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh 

Juta Rupiah) untuk masing-masing Kelurahan di Kabupaten 
Hulu Sungai Utara. 

 

(2) Total besaran anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 
Kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 

Rp.1.750.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta 
Rupiah). 

 

 
BAB V 

RINCIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN  

PENDANAAN KELURAHAN 
 

Pasal 5 
 

Rincian Dana Kelurahan dari APBD dan DAU Tambahan Bantuan  

Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai 
Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran  yang  merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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BAB VI 

MEKANISME PENGANGGARAN DANA KELURAHAN DARI APBD  
DAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN 

 
Pasal 6 

 

Mekanisme penganggaran  pengalokasian  Dana Kelurahan dari 
APBD dan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap 
Kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2020 

dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata. 
 

 
BAB VII 

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

 
Pasal 7 

 
1) Penatausahaan kegiatan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan 

Pendanaan Kelurahan dengan menggunakan cara swakelola dilakukan 

dengan mekanisme tambahan uang. 
 

2) Penatausahaan kegiatan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan 

Pendanaan Kelurahan dengan melibatkan penyedia dilakukan dengan 
mekanisme langsung. 

 
3) Penatausahaan kegiatan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan 

Pendanaan Kelurahan mendasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
 

 
BAB VIII 

PENGANGGARAN KEMBALI SISA DAU  

TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN 
 

Pasal 8 

 

(1) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU 
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Pemerintah Daerah 

menganggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021 
dengan ketentuan: 

a. Sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas 

kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, 
dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama 

pada Kelurahan bersangkutan; dan 

b. Sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas 
kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, 

dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama 
atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai 

prioritas. 
 

(2) Mekanisme penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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BAB IX  

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 9 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

 
 

Ditetapkan  di Amuntai 
pada tanggal 01 April 2020 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

   CAP/ TTD 
 
      ABDUL WAHID HK 

 
Diundangkan di Amuntai 
pada tanggal 01  April 2020 

   
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  

HULU SUNGAI UTARA, 
 
      CAP/ TTD 

 
 MUHAMMAD TAUFIK 

  
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2020 NOMOR 9. 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
NOMOR      TAHUN 2020 

TANGGAL         APRIL 2020 
 
 

RINCIAN BESARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN 
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN 

DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
TAHUN ANGGARAN 2020 

 

NO. KECAMATAN KELURAHAN 
BESARAN  

DANA ALOKASI UMUM 

1. Amuntai Tengah Antasari   Rp.    350.000.000,- 

2. Amuntai Tengah Murung Sari   Rp.    350.000.000,- 

3. Amuntai Tengah Kebun Sari   Rp.    350.000.000,- 

4. Amuntai Tengah Paliwara   Rp.    350.000.000,- 

5. Amuntai Tengah Sungai Malang   Rp.    350.000.000,- 

 
 

JUMLAH TOTAL   Rp. 1.750.000.000,- 

 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 
 

 
ABDUL WAHID HK 

 


